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PEMERINTAH KABUPATEN BLORA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA 
NOMOR 7 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA 
TAHUN ANGGARAN 2006 

Menimbang· 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BLORA, 

a. bahwa sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah yang bersifat strategis dan adanya penyesuaian 

target penerimaan daerah yang ditetapkan ataupun kebutuhan yang 
mendesak, maka Arah dan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, untuk dilakukan perubahan; 

b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu dilakukan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 

Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten 

Blora Tahun Anggaran 2006 

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312 ); 

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas 
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ); 

4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685 ); 
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Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3688 ) ; 

6. Undang - Undang Nomor 28 T ahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ) ; 

7. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 246, Tambahan Lembaran Nega~ Republik Indonesia Nomor 

4048 ); 

8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 

9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389 ); 

11. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 661 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421 ); 

13. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 

125, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4437 ) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi 

Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4548); 
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14. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4027 ) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Tata 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028 ); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ( lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ); sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4540 ); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan ( lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575 ); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ) ; 

23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Stora Tahun Anggaran 

2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 2 ). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA 

dan 

BUPATI BLORA 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 

ANGGARAN 2006. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2006 semula 

berjumlah Rp. 482.676.031.700,00 bertambah sejumlah Rp. 27.482.513.637,00 sehingga 

menjadi Rp. 510.158.545.337,00 dengan perincian sebagai berikut: 

1 . Pendapatan 

a. Semula direncanakan. ... .. . .. ... . ... .. . ......... ..... ... .. .... Rp. 484.340.785.000,00 

b. Bertambah..... ... . .... . ........ .......... ...... ........... ....... Rp. 11.706.450.000,00 + 

Jumlah Pendapatan setelah perubahan menjadi . . . .. Rp. 496.047 .235.000,00 

2. Belanja 

a. Semula dianggarkan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 

b. Bertambah .. . .. . . . . . .. . .. . . .. .. .. .. . .. .. . . .... . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. . Rp. 

482.676.031.700,00 

27.482.513.637,00 + 

Jumlah Belanja setelah perubahan menjadi . . . . . . . . . . . . Rp. 510.158.545.337 ,00 

Defisit setelah perubahan sebesar Rp. 14.111.310.337,00 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1. Semula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 0,00 

2. Bertambah................................................ Rp. 53.043.559.717,00 

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 53.043.559.717,00 
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b. Pengeluaran 

1. Semula .................................................. . Rp. 1.664.753.300,00 
2. Bertambah ............................................. .. . Rp. 37.267.496.060,00 

Jumlah pengeluaran setelah perubahan ............ .. Rp. 38.932.249.380,00 

Jumlah pembiayaan sebesar ........................... . Rp. 14.111.310.337,00 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

2. Lampiran II Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

3. Lampiran Ill Daftar Rekapitulasi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat 

Daerah 

4. Lampiran IV Daftar Piutang Daerah; 

5. Lampiran V Daftar lnvestasi ( Penyertaan ) Daerah; 

6. Lampiran VI Daftar Dana Cadangan; 

7. Lampiran VII Daftar Utang atau Pinjaman Daerah dan; 

6. Lampiran VIII Neraca Daerah Tahun Anggaran yang lalu. 

Pasal3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal4 

Sebagaimana landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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Pasal5 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangka:n. 

Agar setlap orang dapat mengetahulnya, memerlntahkan pengundanga11 Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora. 

Dltetapkan di Blora 
pada tanggal /J Dt=isPmber 2006 

B 

IWIOODO 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal ,1. DesemhPr ?006 

Pit. SEKRE1 ARIS DAERAH KABUPATEN BLORA, 

~ 
BASLH(I ~UDJONO 

LEMcV\RAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 NOMOR ... '? ... 


